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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan 

petunjukNya sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada 

Tahun 2022 serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) 2022.  

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi 

dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan 

informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dalam memenuhi target-target kinerja yang 

telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah 

mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi 

organisasi (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Solok).  

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2022 ini, benar-

benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya 

dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok di 

tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara 

pemerintahan daerah dalam mewujudkan Visi - Misi Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok  dan Visi - Misi 

Pemerintah Kabupaten Solok.  

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam mengevaluasi capaian dan efektifitas program dan kegiatan yang 

dilakukan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.  

 

Arosuka,     Februari 2022 

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP 

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok 

 

 

   Drs. ALIBER MULYADI 

  Nip. 19661226 199403 1 005 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya 

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu 

adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui 

tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.  

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2022, wajib menyusun LkjIP setiap akhir 

tahunnya. Selain itu, informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas yang telah 

diberikan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja merupakan unsur pendukung yang bertugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, 

bidang pelayanan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan bidang energi dan sumber 

daya mineral. 

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Solok melaksanakan 10 (sepuluh) program, 19 (delapan belas) 

kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.6.629.353.888.- (Enam Milyar Enam  Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima 

Puluh Tiga  Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented 

government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai 

pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2021 yang 

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu 

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar 

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 

dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, 

namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), 

RPJMD/Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja.  

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja 

instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Solok) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan 

dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini 

dapat digunakan sebagai :  

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Solok dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan 

kinerja;  

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman   

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;  

3.  Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok pada 

tahun berikutnya.  

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam  penyusunan dokumen 

LKjIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

antara lain:  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah;  

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah;  

 4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-

2026; 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Perubahan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;  

7. Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.  

1.2. Gambaran Organisasi  

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas 

pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.  

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok (sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah) merupakan unsur 

pendukung Bupati di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.  

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas 

pembantuan bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu dan 

bidang tenaga kerja.  

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok mempunyai 

fungsi:  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan 

terpadu satu pintu, dan bidang tenaga kerja; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu 

satu pintu dan bidang tenaga kerja; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang 

pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja;  

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

1.2.2 Struktur Organisasi  

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Solok  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri 

dari :  

1. Kepala.  

2. Sekretariat, terdiri dari:  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;  

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:  

a.  Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 

b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah; dan 

c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Potensi Daerah.  
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4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari: 

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; 

b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan 

c.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

5. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari: 

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 

b. Seksi Pendataan dan Verifikasi; dan 

c. Seksi Informasi dan Penanganan Pengaduan 

6. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari: 

a. Seksi  Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;  

b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan 

c. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

7. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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Berikut gambar struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok: 
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1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi  

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok diperoleh dengan mengakomodasi isu 

organisasi yaitu :  

1. Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan 

pelayanan penanaman modal dan ketenagakerjaan. Ini dikarenakan masih 

terbatasnya kemampuan tekhnis aparatur dalam pelayanan penanaman modal dan 

ketenagakerjaan; 

2. Dokumen informasi dan dokumen perencanaan pendukung investasi (DED, master 

plan, feasibility study, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih 

belum tersedia secara memadai; 

3. Pelaksanaan Penanaman Modal/investasi perlu direncanakan dan diawasi dengan 

memperhatikan SDG’s termasuk di Kabupaten Solok. Pembangunan berkelanjutan 

Suistanable Development Goals, yaitu pembangunan yang bertujuan meningkatkan 

kualitas hidup manusia baik generasi sekarang maupun yang akan datang tanpa 

mengekploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas adan daya 

dukung bumi; 

4. Masih rendahnya capaian target investasi dikarenakan belum optimalnya 

pengawasan dan pembinaan terhadap investor/ perusahaan yang berinvestasi di 

Kabupaten Solok; 

5. Minimnya penempatan tenaga kerja dan terbatasnya kesempatan kerja yang 

tersedia. Ketersediaan Lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan 

angkatan kerja sehingga lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap 

jumlah tenaga kerja yang ada; 

6. Belum berdayanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam mendorong 

peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; 

7. Lemahnya kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan aturan-aturan 

ketenagakerjaan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja; 

8. Masih kurangnya kompetensi/keahlian pencari kerja. Kompetensi yang dimiliki 

pencari kerja di Kabupaten Solok sangat minim, pencari kerja hanya mengandalkan 

atau hanya memiliki ijazah sekolah formal sedangkan untuk pencari kerja / 

pengalaman kerja pencari kerja tidak memiliki keahlian. 

9. Kemampuan daya saing peserta pelatihan belum optimal sehingga diperlukan uji 

kompetensi dan pemagangan pada perusahaan-perusahaan yang sudah 

bekerjasama dengan UPT BLK serta rekruitment dan pemagangan instruktur sesuai 

kebutuhan. 

10. Sarana dan prasarana BLK yang harus ditingkatkan dalam rangka persiapan 

akreditasi kejuruan, seperti peningkatan pembangunan gedung dan workshop BLK 

sebagai salah satu penunjang operasional pelatihan berbasis kompetensi. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
 

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi  

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Solok melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021 –

2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis. 

Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan nilai investasi 

melalui peningkatan pelayanan publik dan meningkatnya Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK). Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Solok selama lima tahun ke depan akan mendorong 

meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat yang diharapkan 

dapat meningkatkan jumlah investor dan realisasi investasi. Di bidang tenaga kerja 

didorong agar meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja, meningkatnya 

pelatihan kerja, meningkatnya penempatan tenaga kerja dan meningkatnya hubungan 

industrial yang diharapkan dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Solok  Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis :  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat; 

2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi; 

3. Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja; 

4. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja; 

5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri; 

6. Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; 

7. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. 

Sasaran strategis tersebut memiliki 8 (delapan) indikator kinerja dengan target 

kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2021-2026 secara lengkap 

sebagaimana terlampir, indikator sasaran tersebut juga merupakan lndikator Kinerja 

Utama (Key Performance Indicator), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan 

menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan 

SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut 

ke dalam sejumlah program.  

Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki 

kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. 

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan 

dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari program. Di dalam kegiatan juga terkumpul sejumlah 

sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok, disusun mengacu pada 

Renstra dengan mengambil target tahun 2022. 
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Berikut matriks Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga 

Kerja 2021-2026: 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Target 
2022 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatkan 
pertumbuhan nilai 
investasi melalui 
peningkatan 
pelayanan publik  
  

Meningkatnya kualitas 
pelayanan perizinan 
kepada masyarakat  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

3.47 

  
Meningkatnya jumlah 
investor dan nilai investasi 

Jumlah investor 10 

  
Nilai investasi (dalam 
milyar rupiah) 

241.22 

2 Meningkatnya 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 
(TPAK) 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan tenaga kerja 

Persentase kegiatan yang 
mengacu pada rencana 
tenaga kerja 

100 

 
Meningkatnya jumlah 
pencari kerja yang 
mendapat pelatihan kerja 

Persentase pencari kerja 
yang mendapat pelatihan 
kerja 

22 

  

Meningkatnya penempatan 
tenaga kerja di dalam dan 
luar negeri 

Persentase tenaga kerja 
yang ditempatkan 

10 

  

Meningkatnya Hubungan 
Industrial dan 
perlindungan tenaga kerja 

Persentase perselisihan 
yang terfasilitasi dan 
terselesaikan 

80 

 3 

Meningkatnya 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Meningkatnya tata kelola 
organisasi  

Indeks Kepuasan Aparatur 2.52 

Sumber : Renstra DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2021- 2026 
 

 2.2. Perjanjian Kinerja  

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok disusun berdasarkan 

Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan 

telah ditetapkannya Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka dilakukan Perubahan Perjanjian 

Kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.  

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  TERPADU SATU PINTU  

DAN TENAGA KERJA 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya kualitas 
pelayanan perizinan kepada 
masyarakat  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

        3.45 

2. 
Meningkatnya jumlah investor 
dan nilai investasi 

Jumlah investor 10 

 Nilai investasi (dalam 
milyar rupiah) 

241.22 

3. 
Meningkatnya kualitas 
perencanaan tenaga kerja 

Persentase kegiatan yang 
mengacu pada rencana 
tenaga kerja 

100 

4. Meningkatnya jumlah pencari 
kerja yang mendapat pelatihan 
kerja 

Persentase pencari kerja 
yang mendapat pelatihan 
kerja 

22 

5 Meningkatnya penempatan 
tenaga kerja di dalam dan luar 
negeri 

Persentase tenaga kerja yang 
ditempatkan 

10 

6 Meningkatnya Hubungan 
Industrial dan perlindungan 
tenaga kerja 

Persentase perselisihan yang 
terfasilitasi dan terselesaikan 

80 

7 Meningkatnya tata kelola 
organisasi  

Indeks Kepuasan Aparatur 2.52 

 

Program  Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

: Rp.     5.230.369.228 

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja : Rp            16.315.570 

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 
Kerja 

: Rp         144.622.010 

4. Program Penempatan Tenaga Kerja : Rp.          65.633.305 

5. Program Hubungan Industrial : Rp.        366.413.305 

6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal : Rp.          73.029.600  

7. Program Promosi Penanaman Modal : Rp.          36.765.305 

8. Program Pelayanan Penanaman Modal : Rp.        307.671.635 

9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal : Rp.        369.695.000 

10. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal 

: Rp         18.294.800 

JUMLAH : Rp.    6.629.353.888 
Sumber : Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kadis DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2022 

tergambar dalam  tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai 

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan 

atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 

sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur 

berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. 

Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), 

sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dapat berupa keluaran (output) dan hasil 

(outcome). 

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non 

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program 

berdasarkan masukan (input) yang digunakan; 

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap 

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus : 

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja 

menggunakan rumus : 

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi X 100%  

        Rencana 

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja 

atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja 

menggunakan rumus : 

Capaian Indikator Kinerja = Rencana – (Realisasi-Rencana) X 100% 

Rencana 

 

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi  4 (empat) skala pengukuran sbb : 

a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A) 

b. 76% sampai 100% = Baik (B) 

c. 56% sampai 75 % = Cukup (C) 

d. Kurang dari 55 % = Kurang (K) 
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Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Solok Kabupaten Solok sesuai dengan pengukuran kinerja 

Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja 

tahun ini dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis 

penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan 

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna 

memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. 

Tabel 3.1 
 Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran 

No. Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Target 
2022 

Realisasi 
2022 

% 
Capaian 

1 2 3 4 5   

1 

Meningkatkan 
pertumbuhan nilai 
investasi melalui 
peningkatan 
pelayanan publik 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
perizinan kepada 
masyarakat  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

3.45 

 
 

3.63 

 
 

105,21 

    

Meningkatnya 
jumlah investor 
dan nilai 
investasi 

Jumlah investor 10 

 
 

5 
 

 
50,00 

   
Nilai investasi 
(dalam milyar 
rupiah) 

241,22 
 

139,43 
 

57,80 
 

2 

Meningkatnya 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 
(TPAK) 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
tenaga kerja 

Persentase 
kegiatan yang 
mengacu pada 
rencana tenaga 
kerja 

100 

 
 

90 

 
 

90 

  

Meningkatnya 
jumlah pencari 
kerja yang 
mendapat 
pelatihan kerja 

Persentase 
pencari kerja 
yang mendapat 
pelatihan kerja 

22 

 
 

16.37 
 

 
 

81,85 

  

Meningkatnya 
penempatan 
tenaga kerja di 
dalam dan luar 
negeri 

Persentase tenaga 
kerja yang 
ditempatkan 

10 

 
 

34.24 

 
 

342,24 

  

Meningkatnya 
Hubungan 
Industrial dan 
perlindungan 
tenaga kerja 

Persentase 
perselisihan yang 
terfasilitasi dan 
terselesaikan 

80 

 
 

100 

 
 

125 

3 

Meningkatkan 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Meningkatnya 
tata kelola 
organisasi  

Indeks Kepuasan 
Aparatur 

2.52 

 
 

2.78 

 
111 

Rata-Rata Capaian (%)                                        
 

120,38 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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SASARAN 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu 

tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, 

DPMPTSPNAKER secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan 

amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk 

menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas 

Pelayanan Publik. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta 

kepercayaan kepada DPMPTSPNAKER di masa yang akan datang. 

Adapun rumus IKM = Tot dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang 

                                              Tot unsur yang terisi  

Rumus NRR per unsur = Jumlah nilai per unsur 

                                        Jumlah kuesioner yang terisi 

Rumus NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11 
 
Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan  

Perizinan kepada masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat: 
Tabel 3.2  

Pencapaian Kinerja Sasaran 1 
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 

2022 
Realisasi 

2022 
Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Perizinan kepada 
masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM)  

Indeks 3,45 3.63 105,21 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
Dengan telah dilakukannya penilaian IKM di DPMPTSPNaker, dapat diketahui 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSPNAKER 

terutama dalam pemberian perizinan. Penilaian IKM yang ada digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi DPMPTSPNAKER guna lebih meningkatkan standar dan mutu pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat dinilai dengan cara 

melakukan survei terhadap 250 responden dengan hasil indeks tahun 2022 sebesar 3.63 

atau 105.21%.  
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Tabel 3.3 

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target Akhir 

Renstra 

% Cap 

Renstra 2021 2022 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 3.4 3.47 3.63 105,21 3.65 99,45 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Solok tahun 

sebelumnya, realisasi IKM tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tapi 

realisasi tersebut masih tinggi dari target yang telah ditetapkan. 

Tabel 3.4 

 Perbandingan IKM dengan provinsi tahun 2022 

Indikator Realisasi (Indeks) 

Kab Solok Provinsi Sumbar 

IKM            3.47 3.86 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok dan DPMPTSP Prov Sumbar tahun 2022 

Jika dibandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Solok dan 

Provinsi Sumatera Barat, IKM di Kabupaten Solok lebih rendah dibandingkan di Provinsi 

Sumatera Barat. 

Adapun kemungkinan penyebab lebih rendahnya  capaian indikator kinerja Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM)  dikarenakan: 

• Belum optimalnya mutu pelayanan yang ada, mulai dari sarana dan prasarana 

serta SDM yang ada.  

• Aplikasi pelayanan perizinan yang belum sepenuhnya optimal sehinga membuat 

pelayanan agak sedikit terganggu. 

• Fasilitas gedung yang belum memadai sehingga  kenyamanan penerima  layanan 

sedikit terpengaruh.  

Adapun alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah: 

 Meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistim Elektronik; 

 Memberikan kemudahan birokrasi perizinan yang efisien;  

 Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik seperti: komputer, 

display informasi, ruang menyusui dan ruang bermain anak yang lebih 

representatif; 

 Ruang kerja pengolahan data dan dokumen yang lebih representatif. 

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang perizinan guna mendukung 

capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat: 

Tabel 3.5  
Pegawai yang melaksanakan urusan bidang perizinan dan non perizinan 

No Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Eka Trisna, SS Kabid Perizinan dan Non 
Perizinan/Analis Kebijakan 
Madya 

Penata TkI/ III.d  

2 Helvi Yuliati, SH Kasi Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan/Analis 

Penata/III.c  
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Kebijakan Muda 

3 Roza Yulanda Syahril, 
SE 

Kasi Informasi dan 
Penanganan 
Pengaduan/Analis 
Kebijakan Muda Penata TkI/ III.d 

 

4 Yulindra, SH Kasi Pendataan dan 
Verifikasi/Analis Kebijakan 
Muda 

Pembina/IV.a Penata 
TkI/ III.d 

 

5 Nilasari, AMd FU Pengatur/II.c  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Jabatan struktural yang mengurusi bidang perizinan dan non perizinan 

berjumlah 4 (empat) jabatan yang pada tahun 2022 diganti dengan jabatan Fungsional 

yaitu analis kebijakan muda pada level esselon IV dan analis kebijakan madya pada ;evel 

esselon III. Para Pejabat Fungsional tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang PNS untuk di 

back office dan administrasi dan 7 (tujuh) orang Tenaga Harian Lepas untuk petugas 

Tenaga IT, Back Office dan Front Office pelayanan perizinan. Pada akhir tahun 2022 

tepatnya pada bulan Desember 2022, fungsional umum pada bidang Perizinan dan non 

perizinan pindah tugas dan sampai saat ini fungsional umum pada bidang perizinan dan 

non perizinan masih kosong. 

Tabel 3.6 
 Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Bidang Perizinan 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Kondisi sarana untuk mendukung pelayanan public untuk beberapa item 

masih kurang. Dengan telah dibangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) di Koto Baru di 

tahun 2022, diperlukan penambahan sarana dan fasilitas penunjang yang mendukung 

penyelenggaraan MPP tersebut. 

Ada 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang 

mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.7 
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran 1 

Indikator 
Kinerja  

Program/kegiatan/sub kegiatan Anggaran Realisasi % 

 Indeks 
Kepuasan 

Program pelayanan penanaman modal  307,671,635 292,556,450 95.08 

Keg.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 
terpadu satu pintu di bidang penanaman modal 

   

No 
Jenis Sarana Dan 

Prasarana 
Jumlah 

Kondisi 

Kondisi Kelengkapan  
Baik 

Kurang 
Baik 

Rusak 
Berat 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Lemari Kaca 4 4   Mencukupi 

2 Lemari Kayu 1 1   Mencukupi 

2 Kursi Putar 12 12   Kurang 

3 Meja Receptionist 4 4   Kurang 

4 Komputer 4 4   Kurang 

5 Kursi Rapat 20 20   Kurang 

6 Bangku Tunggu 4 4   Kurang 

7 Televisi 1 1   Mencukupi 

8 Maket 7 7   Mencukupi 
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Masyarakat 
(IKM)  

yang menjadi kewenangan daerah kab/kota 

Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem 
pelayanan  

 
209,062,735  

 
197,551,300 

 
94.49 

Sub Keg. Pemantauan pemenuhan komitmen 
perizinan dan non perizinan berbasis sistem 
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik 

 
52,594,500 

 
50,422.550 

 
95.87 

Sub Keg. Penyediaan Layanan Konsultasi dan 
Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap 
pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan 

 
14,596,300 

 
14.147.300 

 
96.92 

Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi 
penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah 

 
31,294,800 

 
30,435,300 

 
97.25 

Program Pengelolaan Data Dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal 

       18,294,800        
 

17,621,400 

 
96.32 

Keg. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan 
non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah 
kab/kota 

       18,294,800        
 

17,621,400 

 
96.32 

Sub Keg. Pengolahan, penyajian dan 
pemanfaatan data dan informasi perizinan dan 
non perizinan berbasis sistem pelayanan 
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 

       18,294,800        
 

17,621,400 

 
 

96.32 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
Terdapat 4 sub kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya kualitas 

pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan total anggaan Rp 325.966.435,- dengan 

realisasi  Rp 310,177,850,- atau sebesar 95.16%.  

Kegiatan tekhnis yang dilakukan guna menunjang sasaran meningkatnya 

kualitas pelayanan berupa: 

 Meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistim Elektronik  

 Memberikan sosialisasi/ bimbingan tekhnis simulasi applikasi OSS ke kecamatan-

kecamatan di Kabupaten Solok 

 Penyediaan tenaga ahli/programmer untuk penyempurnaan applikasi perizinan. 

Tabel 3.8  
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1 

 
Sasaran 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Satuan 

Kinerja Keuangan 

Target 
2022 

Real 
2022 

Capai
an  

Program Pagu Realisasi Capai
an 

Meningkatn
ya Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan 
kepada 
masyarakat 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM)  

Indeks 3.45 3.63 105.21 Pelayanan 
Penanaman 
Modal  

 
307,671,635 

 
292,556,450 

 
95.08 

    Pengelolaan 
Data dan Sist 
Informasi 
Penanaman 
Modal 

       
18,294,800        

 
17,621,400 

 
 
 

96.32 

Rata-rata capaian 105,21 Rata-rata capaian 95.16 

Tingkat Efisiensi = 4,84 

Tingkat Efektifitas = 110.56 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran ini sebesar 

8,84% dengan tingkat efektifitas 110,56% 

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan 

atau meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 

 Memberikan kemudahan Perizinan; 
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 Mengoptimalkan Sosialisasi tentang pelayanan perizinan online; 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM; 

 Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik; 

 Ruang kerja pengolahan data dan dokumen yang lebih representatif. 

SASARAN 2.  MENINGKATNYA JUMLAH INVESTOR DAN NILAI INVESTASI  

Nilai Investasi adalah Investasi adalah akumulasi suatu bentuk aktiva (kekayaan) 

dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Nilai Investasi dapat 

diukur dengan formulasi Nilai investasi pada tahun n (penambahan PMDN, 

penambahan PMA dan data investasi dari SIUP dan NIIB). 

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Investasi dengan 

indikator kinerja Jumlah investor dan nilai investasi thn n (dalam milyar rupiah): 

Tabel 3.9  
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya 
jumlah investor dan  

nilai investasi 

Jumlah investor Investor 10 5 50% 

Nilai Investasi thn n  dalam milyar 
rupiah 

241.22 139.93 58.08% 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Tahun 2022, realisasi kinerja sasaran tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan 

. Target investor yang ditetapkan 10 ternyata tahun 2022 ada 5 investor yang berinvestasi 

di kabupaten solok. Untuk realisasi investasi dapat mencapai 139.93 milyar rupiah dari 

241.22 milyar yang ditargetkan. 

Tabel 3.10 
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Realisasi % 

Capaian 

Kinerja 

Target 

Akhir 2026 

% Cap 

Renstra 2021 2022 

Jumlah 
investor 

Investor 10 20    5      50%        22 Penata Tk. 
I/ III.d 

Nilai 
Investasi 
tahun n 

Nilai 
(Dalam 
Milyar 
Rupiah) 

241.22 318.65 139,93 58.08%      293.2 Penata Tk. 
I/ III.d 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2022 mengalami penurunan 

yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 139.93 milyar rupiah sementara 

tahun sebelumnya hanya 318.65 milyar rupiah.  

Jumlah investor tahun 2022 juga mengalami penurunan dari 20 investor di tahun 

2021 menjadi 5 investor pada tahun 2022. Realisasi jumlah investor tahun 2022 tidak 

mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 5 investor dari 10 investor yang 

ditargetkan. Investor baru tersebut menginvestasikan modalnya untuk 5 lokasi usaha. 

Adapun investor tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.11 
Daftar Perusahaan/investor tahun 2022 

NO NAMA PERUSAHAAN ALAMAT USAHA 

1 PT Shukufuku Abadi Group Jor. Galagah, Nagari Alahan  Panjang Kec. Lembah 
Gumanti 

2 PT. Karya Usaha Tambang Solok 
Selatan Indonesia 

Jor. Lekok bAtu gadang nag. Sei nanam kec. Lembah 
gumanti 

3 PT. Sirukam Lumbung Nagari Sawah hilie jor. Bungo tanjung nag. Saok laweh kec. 
Kubung 

4 PT. Moosa Genetika Farkindo Dusun Rawang, Jorong Lubuak Selasih, Kenagarian 
Batang Barus, Kec. Gunung Talang 

5 PT Daima Citra Prima Dusun Rawang, Jorong Lubuak Selasih, Kenagarian 
Batang Barus, Kec. Gunung Talang 

Sumber : DPMPTSPNakerKab Solok tahun 2022 

Tabel 3.12 
Perbandingan Realisasi nilai investasi dengan nasional dan provinsi tahun 2022 

Tahun Realisasi (Dalam Milyar Rupiah) 

Kab Solok Provinsi Sumbar 

2022 139.93 3.931.97 

Sumber : DPMPTSP Prop Sumbar dan DPMPTSPNakerKab Solok tahun 2022 

Realisasi Investasi provinsi Sumatera Barat mencapai 5,16 Trilyun Rupiah dari 

target 4,75 Trilyun Rupiah yang ditetapkan. Sementara realisasi investasi Kabupaten 

Solok tahun 2021 sebesar 318,65. Realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 96.14 Milyar Rupiah.  

Tidak tercapainya  capaian kinerja ini pada tahun 2022 sebagai berikut disebabkan: 

• Banyaknya investor yang berinvestasi di bidang perumahan, tower, tambang, 

peternakan dan bidang pariwisata memperlihatkan prospek yang bagus untuk 

berinvestasi di bidang-bidang tersebut. Diharapkan dengan dukungan dari stakeholder 

terkait, dapat meningkatkan jumlah investor yang bersedia berinvestasi di Kabupaten 

Solok di tahun-tahun berikutnya;  

• Pelaksanaan sosialisasi penanaman modal dengan peserta pelaku usaha/perusahaan di 

kabupaten Solok yang berdampak positif terhadap tertib administrasinya dalam 

memenuhi kewajibannya dengan melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman 

Modal) per triwulannya; 

• Kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di kabupaten 

Solok sehingga data investasi semua perusahaan dapat terinventarisir dengan optimal; 

• Melakukan Konsolidasi maupun Sosialisasi antara pemerintah dengan dunia usaha 

dengan melibatkan dan mengikutsertakan stakeholder pemangku kepentingan yang 

berkaitan dengan Penanaman Modal; 

• Mencetak Leaflet, Brosur, bukti tentang potensi peluang Investasi di kabupaten solok 

dengan tujuan sebagai media promosi memperkenalkan potensi kepada calon Investor; 

• Koordinasi dengan SKPD terkait untuk melengkapi/kesempurnaan data potensi 

peluang Investasi sesuai sektor masing-masing; 

• Untuk Investor, PT Shukufuku Abadi Group dan PT Moosa Genetika Farmindo  

termasuk Investor pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 kembali ditambahkan, karena 

PT Shukufuku Abadi Group dan PT Moosa Genetika Farmindo menambah nilai 

investasinya.  
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Berikut pegawai yang melaksanakan urusan penanaman  modal guna mendukung 

sasaran meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi: 

Tabel 3.13 
Pegawai yang melaksanakan urusan penanaman modal 

No. Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Refif Syofra, SE, MM Kabid Perencanaan dan Pengembangan 

Iklim PM/Analis Kebijakan Madya 

Penata Tk. I/ III.d  

2 Zulherius Esdey, SH Kabid Pengendalian PM dan 

Sist.Informasi/Analis Kebijakan Madya 

Pembina/IV.a  

3 Yuni Abdila, S Sos Kasi Perencanaan Penanaman 

Modal/Perencana Muda 

Penata Muda Tk 

I/ IIIb 

 

4 Nurhasti Yenni, SH Kasi Deregulasi Penanaman 

Modal/Analis Kebijakan Muda 

Penata Tk. I/ III.d  

5 Masriwal, SE Kasi Promosi dan Pemberdayaan 

Potensi Daerah/Pranata Hubungan 

Masyarakat Muda 

Penata Tk. I/ III.d  

6 Fenti Dwireza, SKM Kasi Pemantauan dan Pengawasan 

Penanaman Modal/ Analis Kebijakan 

Muda 

Penata/III.c  

7 Yeni Putri, SE Kasi Pembinaaan Penanaman Modal/ 

Analis Kebijakan Muda 

Penata Tk. I/ III.d  

8 Rilyadi Walaputra, SE Kasi Pengolahan Data dan Informasi/ 

Analis Kebijakan Muda 

Penata Tk. I/ III.d  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Jabatan struktural yang mengurusi bidang penanaman modal berjumlah 8 

(delapan) orang yang terdiri dari 2 orang pejabat esselon 3 dan 6 orang pejabat esselon 

4. Tetapi pada tahun 2022 ini, pejabat yang menduduki esselon 3 dan 4 tersebut 

disetarakan menjadi Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Madya dan Fungsional 

Muda,dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas, 1 (satu) orang di bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan 2 (dua) orang  di 

bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi.   

Tabel 3.14 Sarana Prasarana Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal 

 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

 
 

No 
Jenis Sarana Dan 

Prasarana 
Jumlah 

Kondisi Kondisi 
Kelengkapan  Baik Kurang Baik Rusak Berat 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Lemari Kayu 1 1   Kurang 

2 Kursi Putar 7 7   Kurang 

3 Meja Kerja 2 2   Kurang 

4 Komputer 3 3   Mencukupi 

5 Kursi Rapat 20 20   Kurang 

6 Printer 2 2   Kurang 

7 Televisi 1 1   Mencukupi 

8 Laptop 1 1   Kurang 
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Tabel 3.15 
Program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 

Indikator 
Kinerja  

Program/kegiatan Anggaran Realisasi % 

Jumlah 
Investor 

Program Promosi Penanaman 
Modal 

            36.765.305            34,500,500  
94 

Keg. Penyelenggaraan promosi 
penanaman modal yang menjadi 
kewenangan daerah kab/kota 

   

 Sub Keg. Pelaksanaan kegiatan 
promosi penanaman modal daerah 
kab/kota 

36.765.305              34,500,500            

 
94 

Nilai Investasi Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

              
80.156.038  

            73.913.725  
 

92 

 Keg. Penetapan pemberian fasilitas 
/insentif dibidang penanaman modal 
yang menjadi kewenangan daerah 
kab/kota 

    

 

 Sub Keg. Penetapan kebijakan 
daerah mengenai pemberan 
fasilitas/insentif dan kemudahan 
penanaman modal 

 
15,946,400             

 
15,636,050             

 
 

98 

 Keg. Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

    
 

 Sub Keg. Penyediaan Peta potensi 
dan peluang usaha kab/kota 

            57,083,200              52,484,650  
 

92 

 Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

          369,695,000            341.839.350  
 

92 

 Keg. Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang menjadi 
kewenangan daerah kab/kota 

    

 

 Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi 
pembinaan pelaksanaan penanaman 
modal 

          301,240,000  
 

277,314,350           

 
92 

 Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi 
pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal 

          68,455,000            64,525,000  

 
 

94 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Ada 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dengan 6 (tujuh) sub kegiatan yang  

menunjang sasaran meningkatnya nilai investasi dengan total anggaran                          

Rp 486,616,343,-  yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK (Dana 

Alokasi Khusus) dengan realisasi  Rp 450.253.575,- atau sebesar 92,52%.  

 
Tabel 3.16 

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor dan 
 Nilai Investasi 

Sasaran Indikator 

Kinerja 

 

Satuan 

Kinerja Keuangan 

Target 

2022 

Real 

2022 

Capaian 

(%) 

Program Pagu Realisasi Capai

an (%) 

Meningkat

nya 

Jumlah 

Investor 

dan Nilai 

Jumlah 

investor 

Investor  

10 

     

5 

 

50.00% 

Program 
Promosi 
Penanaman 
Modal 

            
36.765.305  

          
34,500,500  

 
 

94 

Nilai 

Investasi 

Dalam 

Milyar 
241.22 139,42 57.79% Program 

Pengembangan 
              

80.156.038  
            

73.913.725  
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Investasi tahun n Rupiah Iklim 
Penanaman 
Modal 

92 

     Program 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal 

          
369,695,000  

          
341.839.350  

 
 

92 

Rata-rata 

capaian 

    53.89  
  

92.66 

Tingkat Efisiensi = 7.34 

Tingkat Efektifitas = 58,16 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 

Meningkatnya Jumlah Investor dan Nilai Investasi sebesar 7,34% dengan tingkat 

efektifitas 58,16%. 

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan 

atau meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi: 

 Melengkapi data potensi peluang Investasi sesuai sektor dengan berkoordinasi 

dengan SKPD terkait sesuai yang dibutuhkan dunia usaha; 

 Menciptakan Iklim usaha yang kondusif serta kemudahan berusaha bagi calon 

Investor; 

 Memberikan kemudahan Perizinan, dengan pemberian insentif dsbnya dengan 

tujuan untuk menarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok; 

 Pengembangan potensi daerah melalui strategi promosi yang inovatif dengan 

mengikuti promosi Investasi den potensi daerah melalui expo dan even-even yang 

dilaksanakan pemerintah maupun swasta; 

 Membuat Website promosi potensi peluang Investasi yang dapat diakses melalui 

media sosial; 

 Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan/pelaku 

usaha di kabupaten Solok; 

 Mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pemanfaatan Lokasi Investasi kepada pemilik 

lahan, tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan stakeholders pemangku 

kepentingan. 

 

SASARAN 3.  MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN TENAGA KERJA 

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan 

Tenaga Kerja: 

Tabel 3.17 
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
Kinerja  

Meningkatnya 
Kualitas 
Perencanaan Tenaga 
Kerja 

% Kegiatan yang mengacu 
pada rencana tenaga kerja 

% 100 90 90% 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022: 

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 

2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 



 
 

23 
LKJIP DPMPTSPNAKER TA 2022 

3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

4. Pemeliharaan dan Operasional Applikasi Informasi Pasar Kerja Online 

5. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 

6. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 

7. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 

8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu)  daerah 

Kabupaten/Kota. 

Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu kepada Rencana Tenaga Kerja (RTK) 

Kabupaten Solok Tahun 2018-2022. 

Tabel 3.18 
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

Akhir 2026 

% Cap 

Renstra 2021 2022 

% Kegiatan 

yang mengacu 

pada rencana 

tenaga kerja 

 

% 

 

100 

 

100 

    

90 

    

  90 

    

    100 

  

      100 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Setiap tahun kegiatan yang dilakukan oleh bidang tenaga kerja Dinas Penanaman 

Modal, PTSP dan Tenaga Kerja mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang telah 

ditetapkan sehingga realisasi capaian setiap tahunnya mencapai 100%.      

Penyebab keberhasilan indikator Kinerja persentase Kegiatan yang mengacu pada 

rencana tenaga kerja dikarenakan: 

➢ Semua kegiatan yang direncanakan/disusun disesuaikan dengan Rencana Tenaga 

Kerja (RTK) Kabupaten Solok yang ada 

Tabel 3.19  
Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja 

No. Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Yon Afrizal, SH Kabid Ketenagakerjaan Pembina/IVa  

2 Azwarni, S Sos Kasi Pelatihan dan 
Penempatan Tenaga 
Kerja/Penguji Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Muda 

PenataTk I/III.d  

3 
Mukhrialdi, S Pt 

Kasi Perluasan Kesempatan 
Kerja/Pengantar Kerja Muda PenataTk I/III.d 

 

4 
Aria Witra, S Pd, MM 

Kasi Hubungan Industrial 
dan Syarat Kerja/Mediator 
Hubungan Industrial Muda Pembina/IVa 

 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Jabatan struktural yang mengurusi bidang tenaga kerja berjumlah 4 (empat) 

orang. Para Pejabat tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas yang 

bertugas di pelayanan kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL (Informasi Pasar Kerja 

Online). 
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Ada 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan yang  

mendukung capaian persentase Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja 

seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.20 
Program dan kegiatan capaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja 

No Indikator 
Kinerja  

Program/kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 % Kegiatan 
yang mengacu 
pada rencana 
tenaga kerja 

Program Perencanaan Tenaga 
Kerja 

           16,315,700               15,999,950 
 

98 

Keg.Penyusunan Rencana Tenaga 
Kerja Mikro 

    
 

Sub Keg. Penyusunan Rencana 
Tenaga Kerja Mikro 

                
16,315,700  

             
15,999,950  

 
98 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Tabel 3.21 
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3 

 
Sasaran 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Sat 

Kinerja Keuangan 

Targ
et 

2022 

Real 
2022 

Capa
ian  

Program Pagu Realisasi Capa
ian 

Meningkatnya 
Kualitas 
Perencanaan 
Tenaga Kerja 

% Kegiatan 
yang mengacu 
pada rencana 
tenaga kerja 

% 100 90 90 Program 
Perencanaa
n Tenaga 
Kerja 

                
16,315,7
00  

             
15,999,950  

 
 
 

98 

Tingkat Efisiensi = 2 

Tingkat Efektifitas = 91,83 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 3 sebesar 2% 

dengan tingkat efektifitas 91,83%. 

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

persentase pencari kerja terlatih, antara lain: 

➢ Mempedomani Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Solok dalam penyusunan 

perencanaan kegiatan 

➢ Melakukan sosialisasi ke perusahaan dalam rangka penyusunan Rencana Tenaga 

Kerja Mikro 

SASARAN 4.  MENINGKATNYA JUMLAH PENCARI KERJA YANG MENDAPAT 

PELATIHAN KERJA 

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 4 Meningkatnya jumlah pencari kerja yang 

mendapat pelatihan kerja: 

Tabel 3.22 
Pencapaian Kinerja Sasaran 4 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 
2022 

Realis
asi 

2022 

Capaian 
Kinerja  

Meningkatnya 
Jumlah pencari kerja 
yang mendapat 
pelatihan kerja 

% pencari kerja yang 
mendapatkan pelatihan kerja 

% 22 18.53 84.22% 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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Realisasi indikator Kinerja persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan 

kerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan hanya sebesar 18,53% dari 21% target 

yahg diharapkan. Hal ini disebabkan karena paket pelatihan hanya mengandalkan dana 

dari APBN dimana tahun 2022 hanya mendapat 11 (sebelas) paket pelatihan.  

Tabel 3.23 
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun sebelumnya 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi % Capaian 
Kinerja 

Target 
Akhir 2026 

% Cap 
Renstra 2021 2022 

% pencari 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan kerja 

% 22  
18.53 

 

  
18.53 

     84.22        26      71.26 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dibandingkan tahun sebleumnya, persentase pencari kerja yang dilatih tahun 2022 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sebenarnya jumlah pencari kerja yang 
dilatih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 176 orang dari 224 orang di 
tahun sebelumnya. Namun karena pembandingnya yaitu jumlah pencari kerja mengalami 
peningkatan sehingga dari segi persentase mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini: 

Tabel 3.24  
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja Kab Solok  

Uraian 2021 2022 Ket 

Jumlah Pencari Kerja Terlatih 224 176 Rumus: Jumlah Pencari Kerja Terlatih x 100% 

            Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Jumlah Pencari Kerja 

Terdaftar 

1209 1705 

% Pencari Kerja Terlatih 18,53 10.32  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Sasaran Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja ini merupakan 

pencapaian kinerja dari Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten Solok. BLK dikepalai Kepala 

UPTD yang dibantu Kasubbag Tata Usaha dan 6 Staf PNS serta 3 THL serta 7 (tujuh) 

orang instruktur. Untuk detailnya dapat dilihat dari table dibawah ini: 

Tabel 3.25 
Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 

No. Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Zulya Ermawati, SH  Kepala UPTD BLK Penata Tk. I/III.d  

2 Mulyawarni, S.Pd Kasubbag TU BLK Penata / III.c  

4 Rizal Khairal, S.Pd Instruktur Ahli Madya Pembina/IV a  

5 Edvi Junaidi, ST Instruktur Ahli Madya Pembina/IV a  

6 Nola Zuhana, M.Kom Instruktur Ahli Madya Pembina Tk 1/IV.b  

7 Ari Safbendri, ST Instruktur Ahli Muda Penata/III c  

8 Elviana Oktrismi, S.Pd Instruktur Ahli Muda Penata /III c  

9 Umi Qoriah, A.Md Instruktur Pelaksana 
Lanjutan Penata Muda/ III.a 

 

10 Fadly, Amd Instruktur Pelaksana Pengatur Tk 1/II d  

11 Edison Fungsional Umum Pengatur Tk 1/II d  

12 Afriliani, ST Fungsional Umum Penata Muda/ III.a  

13 Meliza Zulfia Candra, ST Fungsional Umum Penata Muda/ III.a  

14 Bakhtiar Penjaga Keamanan 
Kantor 

Pengatur Muda TK I/ II.b  

15 Hutri Nofrizal Penjaga Keamanan Pengatur Muda / II.a  
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Kantor 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Berikut daftar sarana dan prasarana yang mendukung capaian kinerja sasaran : 

Tabel 3.26 
Sarana dan Prasarana UPTD BLK 

Jenis Luas (m2) Kondisi Thn Perolehan 

Tanah di Komplek Perkantoran, Asrama, 

Workshop dan Perumahan Dinas di Lubuk 

Selasih 

20.480  1980 

 

 Gedung Kantor UPTD 84 Kurang Baik  

 Garace  137 Kurang Baik 1987 

 Gudang Tertutup 77 Kurang Baik 1981 

 Workshop Elektro 63 Kurang Baik 1981 

 Workshop Listrik 35 Kurang Baik 1981 

 Workshop Automotive 105 Kurang Baik 1981 

 Workshop Bangunan  144 Kurang Baik 1981 

 Ruang menjahit 63 Kurang Baik 1981 

 Gedung Labor /Belajar 70 Kurang Baik 1987 

 Gedung Aula 176 Kurang Baik 1981 

 Gedung Teori/Belajar 126 Kurang Baik 1981 

 Mushalla 48 Kurang Baik 1987 

 Rumah Jaga 9 Kurang Baik 1987 

 5 (lima) unit Rumah Dinas type 70 350 Kurang Baik 1983 

 Rumah Dinas type 50 sebanyak 30 unit 1.500 Kurang Baik 1983 

 Asrama 500 Kurang Baik 1987 

 Ruang Komputer 88 Kurang Baik 1987 

 Ruang Serba Guna 90 Kurang Baik 1987 

 Ruang Komputer On-Line 60 Kurang Baik 2007 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

 

Ada 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yang  

mendukung sasaran Persentase pencari kerja terlatih seperti yang terlihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.27 
 Program dan kegiatan yang  mendukung sasaran 4 

No Indikator 
Kinerja  

Program/kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 % Pencari 
Kerja yang 
yang 
mendapatkan 
pelatihan 
kerja 

Program Pelatihan Kerja Dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 144.622.010 126,851,725 

 
88 

Keg. Pelaksanaan Pelatihan 
Berdasarkan Unit Kompetensi 

  
 

Sub Keg. Proses Pelaksanaan 
Pendidikan dan pelatihan 
keterampilan bagi pencari kerja 
berdasarkan klaster kompetensi 

127,546,010 111,538,625 

 
 

87 

Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta 

  
 

Sub Keg. Pembinaan Lembaga 17,076,000 15,313,100 
 

90 



 
 

27 
LKJIP DPMPTSPNAKER TA 2022 

Pelatihan Kerja Swasta 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Kegiatan tekhnis yang dilakukan untuk mendukung sasaran Persentase pencari 

kerja yang mendapatkan pelatihan kerja: 

• Penyebaran informasi pelatihan ke nagari-nagari 

• Monitoring alumni BLK 

Tabel 3.28 
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 4 

 
Sasaran 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Sat 

Kinerja Keuangan 

Target 
2022 

Real 
2022 

Capai
an  

Program Pagu Realisasi Capai
an 

Meningkat
nya Jumlah 
pencari 
kerja yang 
mendapat 
pelatihan 
kerja 

% pencari 
kerja yang 
mendapatkan 
pelatihan kerja 

% 22 10.32 46,90 Program 
Pelatihan 
Kerja Dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

144.622.010           126,851,725 

 
 
 

88 

Tingkat Efisiensi = 22 

Tingkat Efektifitas =53,29 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 4 sebesar 22% 

dengan tingkat efektifitas 53,29%. Diharapkan di tahun berikut, dengan dukungan 

sumber daya yang ada dapat lebih memaksimalkan capaian kinerja. 

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

persentase pencari kerja terlatih, antara lain: 

 Peningkatan sarana prasarana/SDM BLK; 

 Peningkatan kompetensi siswa dan instruktur; 

 Penambahan SDM fungsional instruktur di BLK; 

 Meningkatkan kerjasama dengan BBPLK dan BLK di luar Kabupaten Solok agar 

lebih banyak pemuda/pemudi kabupaten Solok yang dapat mengikuti pelatihan. 

 

SASARAN 5.  MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DALAM DAN 

DI LUAR NEGERI 

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 5 Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja 

di dalam dan luar negeri dengan indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Yang 

Ditempatkan: 

Tabel 3.29 
 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya 
Penempatan Tenaga 
Kerja di dalam dan 
luar negeri 

% tenaga kerja yang 
ditempatkan 

% 10 20,6 206%  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Capaian kinerja untuk indikator sasaran penempatan tenaga kerja melebihi target 
yang ditetapkan yaitu sebesar 20,6% dari 10% target yang ditetapkan.  
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Tabel 3.30 
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi % Capaian 
Kinerja 

Target 
Akhir 2026 

% Cap 
Renstra 2021 2022 

% tenaga kerja 
yang 
ditempatkan 

% 10 34.24 20.6      206       14       
147.14 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dibanding tahun 2021, realisasi capaian sasaran penempatan tenaga kerja 
mengalami penurunan pada tahun 2022. Tahun 2022, realisasi mencapai 20.6% sementara 
tahun 2021 tercapai 34,24%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini: 

Tabel 3.31 
 Perbandingan Persentase Penempatan Tenaga Kerja Kab Solok  

dan Propinsi Sumatera Barat 
Uraian Kab Solok Prop 

Sumbar 
Ket 

2021 2022    2022  

Jumlah Penempatan 
Tenaga Kerja 

414 176 3.814 Rumus: Jumlah Pencari Kerja Yang ditempatkan x 100% 
              Jumlah Pencari Kerja Terdaftar 

Jumlah Pencari Kerja 
Terdaftar 

1.209 1705 19.229 

% Penempatan Tenaga 
Kerja 

34.24 20.6 19,83  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dilihat tabel diatas, persentase penempatan di Kabupaten Solok berada di atas 

persentase penempatan Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan penempatan 

tenaga kerja di Kabupaten Solok kedepan harus menambah jumlah kerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar Kabupaten Solok dan Provinsi 

Sumatera Barat.  

Penyebab  keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya Penempatan Tenaga 

Kerjadi dalam dan luar negeri: 

• Tersebarnya informasi lowongan kerja yang  terakses oleh pencaker baik melalui mobil 

pelayanan keliling maupun media informasi lainnya.  

Hal-hal/solusi yang telah dilakukan untuk keberhasilan capaian kinerja: 

• Walau even Job Fair tidak dapat dilakukan seperti tahun sebelumnya , akan tetapi 

usaha yang optimal penyebaran informasi melalui mobil pelayanan keliling dan media 

informasi menjadi solusi yang cukup efektif. 

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan guna 

mendukung capaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja: 

Tabel 3.32  
Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja 

No. Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Yon Afrizal, SH Kabid Ketenagakerjaan Pembina/Iva  

2 Azwarni, S Sos Kasi Pelatihan dan 
Penempatan Tenaga 
Kerja/Penguji Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja MUda 

Penata Tk 
I/III.d 

 

3 
Mukhrialdi, S Pt 

Kasi Perluasan Kesempatan 
Kerja/Pengantar Kerja Muda 

 Penata Tk 
I/III.d  

 

4 Aria Witra, S Pd, MM Kasi Hubungan Industrial Pembina/ IV.a  
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dan Syarat Kerja/Mediator 
Hubungan Industrial Muda 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Jabatan struktural yang mengurusi bidang tenaga kerja berjumlah 4 (empat), tapi 

pada saat ini Pejabat Esselon 4 disetarakan menjadi pejabat fungsional. Para Pejabat 

tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di pelayanan 

kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL (Informasi Pasar Kerja Online). 

Ada 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang  

mendukung capaian persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri seperti 

yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.33 
Program dan kegiatan capaian sasaran penempatan tenaga kerja 

No Indikator Kinerja  Program/kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 % Penempatan 
Tenaga Kerja di 
dalam dan luar 
negeri 

Program Penempatan Tenaga 
Kerja 

65.633.305 60.746.00 93 

Keg. Pengelolaan Informasi Pasar 
Kerja 

   

Sub Keg. Pemeliharaan dan 
Operasional Aplikasi Informasi 
Pasar Kerja Online 

42,707,805 39,939,900 94 

Sub Keg. Pelayanan dan 
Penyediaan Informasi Pasar Kerja 
Online 

12,341,000 11,305,,450 92 

Keg. Perlindungan PMI (Pra dan 
Purna Penempatan) di daerah 
Kab/Kota 

   

Sub Keg. Penyediaan Layanan 
Terpadu pada Calon Pekerja 
Migran 

10,584,500 9,500,650 90 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Kegiatan tekhnis yang dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya 

penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri: 

• Pelayanan kartu kuning (AK1) melalui mobil pelayanan keliling dan pelayanan di 

kantor; 

• Mengoptimalkan penyebaran informasi melalui mobil pelayanan keliling dan media 

informasi; 

• Pelayanan Perizinan dan rekomendasi passport bagi calon pekerja migran; 

• Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Solok. 

Tabel 3.34 
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 5 

 
Sasaran 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Sat
uan 

Kinerja Keuangan 

Targe
t 2022 

Real 
2022 

Capai
an  

Program Pagu Realisasi Capai
an 

Meningkatnya 
Penempatan 
Tenaga Kerja 
di dalam dan 
luar negeri 

% tenaga 
kerja yang 
ditempatkan 

% 10 20.6 206%  Program 
Penempatan 
Tenaga Kerja 65.633.305 60.746.00 93 

Tingkat Efisiensi = 7 

Tingkat Efektifitas = 221,50 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 



 
 

30 
LKJIP DPMPTSPNAKER TA 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 5 sebesar 7% 

dengan tingkat efektifitas 113%. 

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, antara lain: 

 Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja melalui event Job Fair dan Inkubasi 

bisnis; 

 Peningkatan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja dalam 

maupun luar negri melalui kegiatan pemagangan; 

 Peningkatan penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui berbagai media 

informasi dan mobil pelayanan keliling; 

 Pemberdayaan masyarakat/pencari kerja. 

SASARAN 6.  MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 6 Meningkatnya Hubungan Industrial dan 

Perlindungan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Perselisihan yang 

terfasilitasi: 

Tabel 3.35 
 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya 
Hubungan Industrial 
dan perlindungan 
tenaga kerja 

% Perselisihan yang 
terfasilitasi dan 
terselesaikan 

% 80 100 125%  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
Dilihat tabel diatas, persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan di 

Kabupaten Solok mencapai 100% dikarenakan tidak banyakya perselisihan yang terjadi. 

Hal ini dapat terealisasi karena usaha preventif yang dilakukan dalam upaya mencegah 

terjadinya perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja dengan melakukan 

sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. 

Tabel 3.36 
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

Akhir 2026 

% Cap 

Renstra 2021 2022 

% Perselisihan 
yang 
terfasilitasi 
dan 
terselesaikan 

% 80 100 100        125%        100       100 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dilihat tabel diatas, realisasi persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan 

terselesaikan di Kabupaten Solok dua tahun terakhir mencapai 100% dikarenakan tidak 

adanya perselisihan yang terjadi.  

Penyebab  keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya Hubungan Industrial 

dan perlindungan tenaga kerja: 

• Melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam upaya mencegah terjadinya 

perselisihan hubungan industrial.  
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Berikut pegawai yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan guna 

mendukung capaian sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja: 

Tabel 3.37 

Pegawai yang melaksanakan urusan bidang Tenaga Kerja 

No. Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Yon Afrizal, SH Kabid Ketenagakerjaan Pembina/Iva  

2 Azwarni, S Sos Kasi Pelatihan dan 
Penempatan Tenaga 
Kerja/Penguji Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja MUda 

Penata Tk 
I/III.d 

 

3 
Mukhrialdi, S Pt 

Kasi Perluasan Kesempatan 
Kerja/Pengantar Kerja Muda 

 Penata Tk 
I/III.d  

 

4 
Aria Witra, S Pd, MM 

Kasi Hubungan Industrial 
dan Syarat Kerja/Mediator 
Hubungan Industrial Muda Pembina/ IV.a 

 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Jabatan struktural yang mengurusi bidang tenaga kerja berjumlah 4 (empat), tapi 

pada saat ini Pejabat Esselon 4 disetarakan menjadi pejabat fungsional. Para Pejabat 

tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas di pelayanan 

kartu kuning (AK1) dan petugas IPK OL (Informasi Pasar Kerja Online). 

Ada 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan yang  

mendukung capaian persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan seperti 

yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.38 
Program dan kegiatan capaian sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial 

dan perlindungan tenaga kerja  
No Indikator 

Kinerja  

Program/kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 % Perselisihan 

yang 

terfasilitasi 

dan 

terselesaikan 

PROGRAM HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

366,413,305 364.058.450 99 

Pengesahan Peraturan 
Perusahaan dan Pendaftaran 
PKB untuk Perusahaan yang 
hanya beroperasi dalam 1 daerah 
Kab/Kota 

   

Penyelenggaraan Pendataan dan 
Informasi Sarana Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja serta Pengupahan 

346.413.605 344.499.500 99 

Pelaksanaan Operasional 
lembaga Kerjasama Tripartit 
Daerah Kabupaten/Kota 

   

Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok 
Kerjadan Penutupan Perusahaan 
yang berakibat/berdampak pada 
kepentingan 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota 

19.999.700 19.558.950 98 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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 Terjadinya Kenaikan anggaran yang signifikan pada tahun 2022 disebabkan 

karena pada Program Hubungan Indstrial ditambah dengan dana Anggaran Belanja 

wajib untuk penanggulangan dampak inflasi sebesar Rp. 302.400.000.- 

Tabel 3.39 
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 6 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Kinerja 

 

Sat 

Kinerja Keuangan 

Target 

2022 

Real 

2022 

Capai

an  

Program Pagu Realisasi Capai

an 

Meningkatnya 
Hubungan 

Industrial dan 
perlindungan 
tenaga kerja 

% 
Perselisihan 
yang 
terfasilitasi 
dan 
terselesaikan 

% 80 100 125%  Program 
Hubungan 
Industrial 

366,413,305 364.058.450 99 

Tingkat Efisiensi = 1 

Tingkat Efektifitas = 126,26 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 6 sebesar 1% 

dengan tingkat efektifitas 126,26%. 

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

persentase Perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan, antara lain: 

 Mengoptimalkan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam upaya mencegah 

terjadinya perselisihan hubungan industrial. 

SASARAN 7.  MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI 

Berikut tabel pencapaian kinerja Sasaran 7 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 

dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur (IKA): 

Tabel 3.40 
 Pencapaian Kinerja Sasaran 7 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 
2022 

Realisasi 
2022 

Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya tata 
kelola organisasi 

Indeks Kepuasan 
Aparatur 

Indeks 2.52 2.78 110,3%  

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
Dengan telah dilakukannya penilaian IKA di DPMPTSPNaker, dapat diketahui 

kepuasan aparatur terhadap pelayanan yang dilakukan oleh sekretariat 

DPMPTSPNAKER. Penilaian IKA yang ada digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

secretariat dinas guna lebih meningkatkan standar dan mutu pelayanan yang diberikan 

kepada para aparatur. Indeks Kepuasan Aparatur dinilai dengan cara melakukan survei 

terhadap 51 (lima puluh satu) responden yang merupakan Aparatur Sipil Negara dan 

Tenaga Non PNS di lingkup Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan 

hasil indeks tahun 2022 sebesar 2.78 atau 69%.  

Tabel 3.41 
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 

Indikator 

Kinerja 

Satuan Target Realisasi % Capaian 

Kinerja 

Target 

Akhir 2026 

% Cap 

Renstra 

Indeks 
Kepuasan 
Aparatur 

Indeks 2.52 2.78 110,3%       2.7       102,96 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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Penyebaran angket guna mengukur Indeks Kepuasan Aparatur (IKA) baru dilakukan 

pada tahun 2022, sehingga tidak ada data pembanding tahun sebelumnya. 

Penyebab  keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola organisasi: 

• Mengoptimalkan sumber daya yang ada; 

• Fasilitas gedung yang semakin baik sehingga menambah kenyamanan dalam 

melaksanakan tugas. 

Berikut pegawai yang melaksanakan urusan kesekretariatan guna mendukung 

capaian sasaran meningkatnya tata kelola organisasi: 

Tabel 3.42 
Pegawai yang melaksanakan urusan kesekretariatan 

No. Nama Jabatan Pangkat/Gol Ket 

1 Bujang Latif, S.Sos Sekretaris Pembina/IVa  

2 Nur’aini, S Sos Kasubbag Umum dan 
Kepegawaian 

Penata Tk I/III 
d 

 

3 
Maifendri, S Kep 

Kasubbag Perencanaan dan 
Keuangan/Perencana Muda 

Penata Tk 
I/III.d 

 

4 
Rifki Candra 

Pranata Komputer Ahli 
Pratama 

Penata 
Muda/III a 

 

5 
Sita Fransisca Fungsional Umum 

Penata Muda Tk 
I/III b 

 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
Jabatan struktural yang mengurusi sekretariat berjumlah 3 (tiga). Selain dibantu 2 

(dua) orang Aparatur Sipil Negara, urusan secretariat juga dibantu oleh 9 (sembilan) 

orang Tenaga Harian Lepas yang bertugas sebagai tenaga administrasi (4 orang), petugas 

kebersihan (2 orang), petugas keamanan kantor (1 orang) dan tenaga sopir (2 orang). 

Ada 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dengan 15 (lima) sub kegiatan yang  

mendukung capaian Meningkatnya tata kelola organisasi dengan Indeks Kepuasan 

Aparatur (IKA) sebagai indikator kinerja secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.43 
Program dan kegiatan capaian sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi 

No Indikator 
Kinerja  

Program/kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 Indeks 
Kepuasan 
Aparatur 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

5.230.913.228 4.953.858.929 95 

Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

134.369.110 121.629.800 91 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

11.901.600 11.163.300 94 

Koordinasi dan Penyusunan DPA 
SKPD 10.214.800 9.914.300 90 

Koord dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

43.861.600 37.223.900 85 

  Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

68.391.110 74.048.300 94 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

4.314.104.926 4.159.935.283 96 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

4.309.976.226 4.156.331.483 96 
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Koord dan Penyusunan 
Pelaporan Keuangan Akhir 
Tahun 

  
2.362.300 

 
2.333.000 

 
99 

  Koord dan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Semesteran 

1.002.900 882.300 88 

  Koord dan Penyusunan 
Pelaporan Prognosis Realisasi 
Anggaran 

     763.500 388.500 51 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 21.700.000 20.955.690   97 

  Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut kelengkapannya 

   21.700.000 20.955.690  97  

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

 279.049.200 233.210.283  84  

  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

    6.360.000 6.360.000 100 

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 46.090.000 36.900.000 80 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

  17.812.000 13.899.375 78 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

  11.377.200 8.217.300 72 

  Penyelenggaraan rapat koordinasi 
dan konsultasi SKPD 

197.410.000 167.833.608 85 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

 117.267.212 101.787.773 87 

  Penyediaan Jasa Surat Menyurat    1.500.000 1.495.000 100 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

113.967.212 98.492.773 86 

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

1.800.000 1.800.000 100 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

364.422.780 316.340.100 87 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendraan 
Dinas jabatan  

220.143.160 198.396.450 90 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Perorangan Dinas Operasional 
atau Kendraan Dinas Lapangan 

20.526.000 14.789.950 72 

  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan bangunan 
lainnya 

118.033.620 97.548.700 83 

  Pemeliharaan/rehab sarpras 
gedung kantor dan bangunan 
lainnya Perlengkapan Gedung 
Kantor 

5.720.000 5.605.000 98 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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Tabel 3.44 

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 7 

 

Sasaran 

 

Indikato

r Kinerja 

 

Satua

n 

Kinerja Keuangan 

Targe

t 2022 

Real 

2022 

Capai

an  

Program Pagu Realisasi Cap

aian 

Meningkatn
ya tata kelola 

organisasi 

Indeks 
Kepuasa
n 
Aparatur 

Indek
s 

2.52 2.78 110,3
%  

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintaha
n Daerah 
Kabupaten/
Kota 

5.230.913.228 4.953.858.929 95 

Tingkat Efisiensi = 5 

Tingkat Efektifitas = 116,10 

Sumber : DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada sasaran 7 sebesar 12% 

dengan tingkat efektifitas 126%. 

Adapun Rencana Tingkat Lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan/ 

mningkatkan tata kelola organisasi, antara lain: 

• Mengusulkan penambahan aparatur ke BKPSDM; 

• Mengusulkan penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM; 

• Mengusulkan anggaran peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung 

kantor. 

3.2 Realisasi Anggaran 

Alokasi dan realisasi anggaran DPMPTSPNaker Kabupaten Solok pada tahun 2022 

sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 

2022 berjumlah Rp 6.629.353.888,- terealisasi Rp. 6.276.153.454,- atau dengan 

penyerapan sebesar 95%. Dengan 10 program, 19 kegiatan dan 41 sub kegiatan, 

alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada table 

dibawah ini 

Tabel 3.45 Alokasi dan Realisasi Anggaran 

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

5.230.913.228 4.953.858.929 95 

  
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

134.369.110 121.629.800 91 

1 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

11.901.600 11.163.300 94 

2 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 10.214.800 9.914.300 90 

3 
Koord dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

43.861.600 37.223.900 85 

4 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.391.110 74.048.300 94 

  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.314.104.926 4.159.935.283 96 

5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.309.976.226 4.156.331.483 96 

6 
Koord dan Penyusunan Pelaporan Keuangan 
Akhir Tahun 

  
2.362.300 

 
2.333.000 

 
99 

7 
Koord dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Semesteran 

1.002.900 882.300 88 

8 
Koord dan Penyusunan Pelaporan Prognosis 
Realisasi Anggaran 

     763.500 388.500 51 

 
  

 21.700.000 
 

20.955.690  
 

 97 



 
 

36 
LKJIP DPMPTSPNAKER TA 2022 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

9 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut kelengkapannya 

   21.700.000 20.955.690  97  

  Administrasi Umum Perangkat Daerah  279.049.200 233.210.283  84  

10 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

    6.360.000 6.360.000 100 

10 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

 46.090.000 36.900.000 80 

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   17.812.000 13.899.375 78 

12 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

  11.377.200 8.217.300 72 

13 
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

197.410.000 167.833.608 85 

  
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 117.267.212 101.787.773 87 

14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat    1.500.000 1.495.000 100 

15 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

113.967.212 98.492.773 86 

16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.800.000 1.800.000 100 

  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

364.422.780 316.340.100 87 

17 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas  

220.143.160 198.396.450 90 

18 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan bangunan lainnya 

20.526.000 14.789.950 72 

19 

Pemeliharaan/rehab sarpras gedung kantor 
dan bangunan lainnya Perlengkapan 
Gedung Kantor 

118.033.620 97.548.700 83 

  
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA 
KERJA 

           16,315,700               15,999,950 98 

  Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro      

20 
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                

16,315,700  
            

15,999,950  
98 

  
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

144.622.010 126,851,725 
 

88 

  
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit 
Kompetensi 

  
 

21 

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 
pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 
berdasarkan klaster kompetensi 

127,546,010 111,538,625 

 
 

87 

  
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta 

  
 

22 
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 17,076,000 15,313,100 

 
90 

  
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 
KERJA 

65.633.305 60.746.00 93 

  Pengelolaan Informasi Pasar Kerja    

23 
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi 
Informasi Pasar Kerja Online 

42,707,805 39,939,900 94 

24 
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar 
Kerja Online 

12,341,000 11,305,,450 92 

  
Perlindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di daerah Kab/Kota 

   

25 
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon 
Pekerja Migran 

10,584,500 9,500,650 90 

  PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 366,413,305 364.058.450 99 

  

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 
Pendaftaran PKB untuk Perusahaan yang 
hanya beroperasi dalam 1 daerah Kab/Kota 

   

26 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi 346.413.605 344.499.500 99 
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Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 

  

Pelaksanaan Operasional lembaga 
Kerjasama Tripartit Daerah 
Kabupaten/Kota 

   

27 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan 
Perusahaan yang berakibat/berdampak 
pada kepentingan 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota 

19.999.700 19.558.950 98 

  
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL 

307.671.635 292.556.450 95 

  

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
secara terpadu satu pintu dibidang 
penanaman modal yang menjadi 
kewenangan daerah kab/kota 

307.671.635 292.556.450 95 

28 

Penyediaan Pelayanan Terpadu perizinan 
dan non perizinan berbasis sistem pelayanan 
perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik 

209.062.735 197.551.300 94 

29 

Pemantauan pemenuhan komitmen 
perizinan dan non perizinan berbasis sistem 
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik 

52.594.500 50.422.550 96 

30 

Penyediaan Layanan Konsultasi dan 
Pengelolaan Pengaduan masyarakat 
terhadap pelayanan terpadu perizinan dan 
non perizinan 

14.598.300 14.147.300 97 

31 
Koordinasi dan sinkronisasi penetapan 
pemberian fasilitas/insentif daerah 

31.416.400 30.435.300 90 

  

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

18.294.800 17.621.400 96 

  

Pengelolaan data dan informasi perizinan 
dan non perizinan yang terintegrasi pada 
tingkat daerah kab/kota 

   

32 

Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan 
data dan informasi perizinan dan non 
perizinan berbasis sistem pelayanan 
perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik 

18.294.800 17.621.400 96 

  
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

73.029.600 68.120.700 93 

  

Penetapan pemberian fasilitas /insentif 
dibidang penanaman modal yang menjadi 
kewenangan daerah kab/kota 

   

33 

Penetapan kebijakan daerah mengenai 
pemberan fasilitas/insentif dan kemudahan 
penanaman modal 

15946.400 15.636.050 98 

34 

Evaluasi pelaksanaan pemberian 
fasilitas/insentif dan kemudahan 
penanaman modal 

   

  
Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

   

35 
Penyediaan Peta potensi dan peluang usaha 
kab/kota 

57.083.200 52.484.650 92 

  
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 
MODAL 

36.765.305 34.500.500 94 

  
Penyelenggaraan promosi penanaman modal 
yang menjadi kewenangan daerah kab/kota 

   

36 
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman 
modal daerah kab/kota 

36.765.305 34.500.500 94 
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PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

369.695.000 341.839.350 92 

  

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal yang menjadi kewenangan daerah 
kab/kota 

   

37 
Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan 
pelaksanaan penanaman modal 

   

38 
Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan 
pelaksanaan penanaman modal 

301.240.000 277.314.350 92 

39 
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan 
pelaksanaan penanaman modal 

68.455.000 64.525.000 94 

JUMLAH 6.629.353.888 6.276.153.454 95 

Sumber : LRA DPMPTSPNaker Kab Solok tahun 2022 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Solok mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman  modal, bidang pelayanan 

terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. 

Kinerja  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Solok tahun 2022 dari 7 (tujuh) sasaran dengan 8 (delapan) ) indikator 

kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSPNaker, menunjukkan tingkat 

keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 

a. Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 4 indikator; 

b. Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 2 indikator; 

c. Capaian 56% sampai 75% (Cukup) : 1 indikator; 

d. Kurang dari 55% : 1 indikator. 

Sedangkan alokasi anggaran pembiayaaan program/ kegiatan untuk 

mewujudkan target kinerja dari APBD Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar                      

Rp  6.629.353.888,- terealisasi Rp. 6.276.153.454,- atau dengan penyerapan sebesar 95%. 

4.2. Saran 

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Solok, banyak hal yang perlu dilakukan antara lain : 

 Memberikan kemudahan Perizinan; 

 Mengoptimalkan Sosialisasi tentang pelayanan perizinan online; 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM; 

 Peningkatan penyediaan sarana penunjang pelayanan publik; 

 Melengkapi data potensi peluang Investasi sesuai sektor dengan berkoordinasi 

dengan SKPD terkait sesuai yang dibutuhkan dunia usaha; 

 Menciptakan Iklim usaha yang kondusif serta kemudahan berusaha bagi calon 

Investor; 

 Memberikan kemudahan Perizinan, dengan pemberian insentif dsbnya dengan 

tujuan untuk menarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok; 

 Pengembangan potensi daerah melalui strategi promosi yang inovatif dengan 

mengikuti promosi Investasi den potensi daerah melalui expo dan even-even 

yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta; 

 Membuat Website promosi potensi peluang Investasi yang dapat diakses 

melalui media sosial; 

 Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap 

perusahaan/pelaku usaha di kabupaten Solok; 

 Mengoptimalkan Sosialisasi terhadap pemanfaatan Lokasi Investasi kepada   

pemilik lahan, tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan stakeholders 

pemangku kepentingan 
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 Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Solok dalam penyusunan 

perencanaan kegiatan 

 Melakukan sosialisasi ke perusahaan dalam rangka penyusunan Rencana Tenaga 

Kerja Mikro 

 Peningkatan sarana prasarana/SDM BLK; 

 Peningkatan kompetensi siswa dan instruktur; 

 Penambahan SDM fungsional instruktur di BLK; 

 Meningkatkan kerjasama dengan BBPLK dan BLK di luar Kabupaten Solok agar 

lebih banyak pemuda/pemudi kabupaten Solok yang dapat mengikuti pelatihan 

 Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja melalui event Job Fair dan Inkubasi 

bisnis; 

 Peningkatan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja dalam 

maupun luar negri melalui kegiatan pemagangan; 

 Peningkatan penyebarluasan informasi lowongan kerja melalui berbagai media 

informasi dan mobil pelayanan keliling; 

 Pemberdayaan masyarakat/pencari kerja 

 Mengoptimalkan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam upaya mencegah 

terjadinya perselisihan hubungan industrial 

 Mengusulkan penambahan aparatur ke BKPSDM; 

 Mengusulkan penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM; 

 Mengusulkan anggaran peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung 

kantor 

 

   Arosuka,     Februari 2023 

 Kepala Dinas  

 

 

    Drs. ALIBER MULYADI 

   Nip. 19661226  199403 1 005 


